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Abstrak 
Kuantitas UMK yang cukup banyak di Indonesia, tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki. Masalah yang terjadi adalah para pelaku usaha UMK yang belum mempunyai kesadaran akan hak atas merek. Hal ini terjadi pada UMK alas kaki Kabupaten Mojokerto, karena kebanyakan dari UMK alas kaki Kabupaten Mojokerto belum mempunyai merek tersendiri, sehingga mereka menggunakan merek orang lain tanpa ijin. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang paling cocok digunakan oleh para pengusaha dalam memproduksi alaskaki dengan merek orang lain(palsu) ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pekerja harian lepas terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari Merek orang lain yang dihasilkan oleh perusahaan tempat bekerja di kabupaten Mojokerto serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja harian lepas terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari Merek orang lain yang dihasilkan oleh perusahaan tempat bekerja di kabupaten Mojokerto. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang – undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum pekerja harian lepas terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yang dihasilkan perusahaan tempat bekerja di kabupaten Mojokerto sangat rendah. Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pekerja harian lepas terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari Merek orang lain yaitu : tingkat pendidikan pekerja harian lepas, budaya hukum, supply and demand serta faktor ekonomi. Untuk itu perlu adanya sosialisasi hukum terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari Merek orang lain yang lebih luas kepada masyarakat, memberikan informasi dan edukasi melalui media cetak ataupun media elektronik.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pekerja Harian Lepas, Penggunaan Merek
Abstract
The quantity of MSEs that is quite a lot in Indonesia, is not comparable with the quality they have. The problem that occurs is the MSEs business actors who do not have awareness of the rights to the brand. This happened to the footwear MSEs of Mojokerto Regency, because most of the MSEs footwear in Mojokerto Regency did not have their own brand, so they used other people's brands without permission. Daily workers are the most suitable workers used by entrepreneurs in producing footwear with this other person's (fake) brand. This study aims to analyze the legal awareness of casual daily laborers related to counterfeit branded products produced by companies working in Mojokerto Regency and describe the factors that influence the legal awareness of casual daily laborers related to counterfeit branded products produced by companies where they work in Mojokerto. This research is a sociology juridical research which is a legal research to find out the extent to which a legislation can be said to have been effective. Sources of data obtained from primary and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed that the level of legal awareness of daily related to counterfeit branded products produced by companies where work in Mojokerto was very low. Factors affecting the level of legal awareness of casual daily laborers related to counterfeit branded products are: the level of education of daily, legal culture, supply and demand and access to information. For this reason, there is a need for legal socialization related to counterfeit branded products, providing information and education through print or electronic media.

Keywords: Legal Awareness, Daily Workers, Use Of The Brand
PENDAHULUAN

Sektor industri kecil merupakan salah satu strategi alternatif untuk mendukung pengembangan perekonomian dalam pembangunan jangka panjang di Indonesia. Bentuk dukungan dalam hal kontribusi terhadap pemerataan dan kesempatan kerja bagi masyarakat serta terhadap penerimaan devisa negara telah membuktikan bahwa usaha kecil tidak hanya aktif namun produktif. Konteks yang lebih luas akan keberadaan dari industri kecil ini dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan pembangunan nasional. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi saat ini terlihat dari kegiatan usaha kecil yang signifikan, baik di sektor tradisional maupun modern melalui usaha mikro kecil dan menengah (yang selanjutnya disingkat UMKM).


Sumber : Kementerian Koperasi Dan UKM 2018, Diolah

Berdasarkan Tabel 1 menunjukan bahwa kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional dari aspek jumlah, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan PDB negara cukup besar. Oleh karena itu, pembangunan UMKM merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. Peran UMKM sebagai sarana untuk mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Berdasarkan data tabel 1 dari aspek jumlah, penyerapan tenaga kerja dan PBD Negara cukup besar, maka fokus dalam penelitian ini, lebih menitikberatkan pada Usaha Mikro dan Kecil (yang selanjutnya disingkat UMK).

Tabel 2

Provinsi Dengan Jumlah UMK Terbanyak 2016

	No
	Provinsi
	Jumlah UMK/ribuan

	1.
	Jawa Tengah
	1.002,1

	2.
	Jawa Timur
	820,5

	3.
	Jawa Barat
	480,2

	4.
	Sulawesi Selatan
	118,5

	5.
	Bali
	103.4

	6.
	Nusa Tenggara Barat
	94,3


Sumber : Badan Pusat Statistik 2016, Diolah.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, provinsi yang mempunyai jumlah UMK terbesar di Indonesia adalah provinsi Jawa Tengah dengan total 1 juta UMK.  Jawa Timur berada di urutan kedua yang memiliki jumlah UMK sebesar 820.8 ribu pada tahun 2016. Jawa Timur sendiri terdapat kota-kota industri, baik itu industri makro maupun industri mikro, seperti pada Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1 menunjukan bahwa Kuantitas (jumlah) UMK yang cukup banyak di Indonesia, tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki. Kualitas dalam hal ini dapat dimaknai manajemen pengelolaan UMK, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Penciptaan Kekayaan Intelektual membutuhkan bakat, waktu, dan uang maka apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, setiap orang dapat meniru dan meng-copy secara bebas hak milik orang lain tanpa batas yang mengakibatkan tidak adanya insentif bagi penemu untuk mengembangkan kreasi-kreasi barunya(Usman 2003) .

Ada beberapa jenis kekayaan intelektual yaitu hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, variates tanaman dan tata letak sirkuit terpadu. Konteks dalam penelitian ini difokuskan bagaimana kesadaran UMK terkait merek. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disingkat UU Merek), Pasal 1 Angka 1 definisi merek, yakni  : 

”Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan
secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata,
huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2
(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih
unsur tersebut untuk membedakan barang
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau
badan hukum dalam kegiatan perdagangan
barang dan/atau jasa.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek tersebut, dapat dimaknai bahwa merek merupakan tanda dimana, tanda tersebut dibuat untuk dapat memudahkan orang lain dalam membedakan produk. Salah satu jenis kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis dan untuk memperoleh sebuah hak dikenal dengan sistem konstitutif yaitu seseorang atau badan hukum harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI).

Permasalahan yang sering terjadi adalah para pelaku UMK kurang peduli dan kurang tanggap terhadap perlindungan merek, mereka mengacuhkan permasalahan merek karena mereka beranggapan pendaftaran merek tidak terlalu penting, Mereka juga selalu beranggapan bahwa perlindungan merek tidak berdampak yang signifikan terhadap perkembangan bisnis mereka (Jened 2015). Pendaftaran merek membutuhkan biaya yang relatif besar dan proses pendaftarannya berbelit-belit. Perlindungan hukum terhadap suatu merek tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan produsen akan tetapi juga mempunyai tujuan melindungi konsumen.

Hak atas Merek adalah kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonom dan bernilai tinggi (Alfons 2017). Nilai ekonomi yang didapatkan dari merek memberikan dorongan bagi para pemilik merek untuk menghasilkan keuntungan ekonomi sebagai hasil dari pemasaran atas produknya. Dalam perkembangannya sekarang sudah dapat dipastikan keberadaan merek seseorang dapat menjadi suatu modal bagi pebisnis dalam meraih keuntungan. Oleh karena itu perlindungan terhadap merek harus diatur dengan tegas agar dapat melindungi konsumen dari pemalsuan barang atau jasa yang mempergunakan merek tanpa ijin (Slamet 2011).

Arti kata tiruan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bukan yang sejati (tulen), dan palsu. Pengertian tiruan memiliki pengertian yang hampir sama dengan pemalsuan. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu (Depdiknas 2016). Barang palsu yang diproduksi dianggap sebagai versi murah dari barang aslinya, sehingga dimungkinkan tidak akan terlihat persepsi yang berbeda dalam hal kualitas. 

Menurut MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Palsu), Pemalsuan adalah memproduksi suatu produk yang menyalin atau meniru penampakan fisik suatu produk asli sehingga menyesatkan para konsumen bahwa ini adalah produk dari pihak lain. Produk yang melanggar merek dagang, pelanggaran hak cipta, peniruan kemasan, label dan merek merupakan bagian dari pemalsuan (LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) 2010).

“Counterfeit, atau pemalsuan barang merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual

•
Identik dengan, atau pada dasarnya tidak bias
dibedakan dengan produk asli;

•
Dapat mengakibatkan kebingungan, kesalahan,
dapat menipu atau mengambil keuntungan 
dari produk yang ditirunya;

•
Barang counterfeit dapat pula disebut “palsu”,
“tiruan”, atau “replika”.

Produk counterfeit meliputi:

•
Barang palsu/replica;

•
Pelanggaran Merek dagang;

•
Pelanggaran hak cipta;

•
Barang terlarang;

•
Pelanggaran hak distribusi (Lazada group 2017).”

Peredaran produk bermerek palsu saat ini marak terjadi apalagi sekarang ini jaman industri 4.0 yang dimana semua serba online sehingga peradaran barang bermerek palsu ini sangat mudah terjadi karena minimnya pengawasan dari pemerintah (Rusdi 2018). Salah satu perusahaan E-Commerce di Indonesia yaitu Lazada memberikan penjelasan mengenai produk bermerek palsu, agar dapat mencegah peredaran produk ini tidak semakin meluas. Panduan yang di berikan kepada calon penjual akan pengetahuan mengenai produk bermerek palsu diharapkan dapat mencegah peredaran barang bermerek palsu di Indonesia. Upaya yang dilakukan ini juga masih belum dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas.

Penggunaan merek-merek palsu ini tidak terlepas dari pengguna atau konsumen yang menjadi target market penjualan. Jumlah pengguna merek-merek palsu ini semakin menjamur seiring dengan trend mode yang melanda masyarakat. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat pengguna merek-merek palsu yang tidak pernah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang salah. Tidak adanya pengaturan tentang pengguna merek-merek palsu menyebabkan masyarakat merasa tidak pernah salah untuk menggunakan produk-produk dari merek-merek yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Hal ini terjadi pada UMK alas kaki Kabupaten Mojokerto, karena kebanyakan dari UMK alas kaki Kabupaten Mojokerto belum mempunyai merek tersendiri, sehingga mereka menggunakan merek orang lain tanpa ijin.

Tabel 3

Jumlah UMK Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota2016

	No
	Kabupaten
	UMK

	1.
	Surabaya 
	361.079

	2.
	Gresik 
	200.254

	3.
	Sidoarjo
	128.438

	4.
	Mojokerto
	122.572


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2016, Diolah

Berdasarkan tabel 3 Mojokerto yang terletak di antara kota-kota industri tersebut, sekarang mulai pula mengembangkan potensinya sebagai kabupaten industri. Mempunyai 122.572 pelaku usaha UMK membuat Kabupaten Mojokerto yakin akan pengembangan potensinya menjadi kabupaten industri. Pengembangan UMK oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyatakan bahwa secara umum potensi UMK Kabupaten Mojokerto tersebar di berbagai desa di setiap kecamatan. UMK yang paling menonjol di Kabupaten Mojokerto adalah UMK sepatu dan sandal (alas kaki).

“Kementerian Perindustrian mencatat, industri kecil yang memproduksi alas kaki paling banyak tersebar di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat berada di daerah Bogor, Bandung, dan Tasikmalaya, sedangkan untuk Jawa Timur di daerah Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Jombang dan Magetan (Pingit 2017).”

Berdasarkan catatan dari BPS Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 terdapat 74 perusahaan yang bergerak disektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2019) dan berdasarkan laporan BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2019 perusahaan bergerak di bidang alas kaki di Kabupaten Pasuruan mempunyai 29 perusahaan yang bergerak disektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2019). Wilayah kabupaten Magetan sendiri mempunyai 260 perusahaan yang bergerak disektor industri alaskaki (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 2019), serta yang paling banyak yaitu di Kabupaten Mojokerto yaitu 2.788 perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit, dan Alas Kaki (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komunitas Pengusaha Alas Kaki (Kompak) Mojokerto Enru Syuhadak di Kabupaten Mojokerto mengemukakan bahwa  “pengusaha UMK sepatu mengeluhkan belum adanya merek resmi sepatu buatan Mojokerto. Malah sandal dan sepatu ini justru dianggap buatan daerah lain. Karena yang terkenal malah sepatu Tanggulangin, Sidoarjo, padahal itu produk Mojokerto,” ungkapnya. Jika dalam hal ini, pengrajin sepatu di Kabupaten Mojokerto menginginkan untuk memproduksi sepatu merek produk lain, maka pengrajin ini harus mengajukan/meminta lisensi kepada pemilik merk yang akan diproduksinya. Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image) (Jened 2015).

Menurut Emru hal ini sangat jarang dilakukan karena keterbatasan pengetahuan bagaimana prosedur dan cara dalam hal meminta lisensi pada merek tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Merek; “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.”Sepatu yang dihasilkan oleh UMK sepatu Kabupaten Mojokerto sangat bervariasi mulai dari sepatu balita hingga dewasa dan berbagai macam bahan mulai dari kulit hingga berbahan kain. Model sepatu Kabupaten Mojokerto juga sangat bervariasi, akan tetapi model sepatu casual dan sport yang sekarang lagi trend.

Menurut Enru, jumlah pengrajin sepatu dan sandal di Kabupaten  Mojokerto tercatat paling banyak dibandingkan dengan kerajinan jenis lain, semisal batik cor kuningan, sehingga banyak orang yang bergantung dari usaha pembuatan alas kaki, mulai hulu sampai hilir. Bahkan rata-rata UMK sepatu ini berupa industri rumahan. Industri rumahan alas kaki mencapai 765 unit dengan melibatkan 15 ribu tenaga kerja. Rata-rata tiap bulan, para pengrajin mampu menghasilkan 2.000 kodi sepatu di Kabupaten Mojokerto. Persebaran dari produk sepatu buatan pengrajin sepatu di Kabupaten Mojokerto ini sudah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, yang paling banyak ada di kota Surabaya, Kediri dan Ngawi untuk wilayah Jawa Timur, dan juga luar Jawa seperti di daerah Sumatera Utara, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Selatan Dan Banjarmasin (Widyaningrum 2018).

Berdasarkan catatan Komunitas Pengusaha Alas Kaki (Kompak) Mojokerto, jumlah perajin sepatu dan sandal di satu wilayah seperti Desa Blimbingsari misalnya terdapat lebih dari 200 pengusaha yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Jumlah ini hanya untuk satu Desa saja. Masih banyak Desa lain yang juga memiliki banyak pengrajin sepatu, seperti Desa Brangkal, Jampirogo, Daleman dan lainnya. Badan Statistika Kabupaten Mojokerto juga mencatat bahwa Kecamatan Sooko merupakan kecamatan yang mempunyai UMKM alas kaki terbanyak di Kabupaten Mojokerto yaitu dengan jumlah 533 yang termasuk di dalamnya yaitu sektor industri tekstil dan pakaian jadi. Data tersebut dapat mendukung dari wawancara dari enru selaku ketua komunitas pengrajin sepatu Kabupaten Mojokerto.

Jumlah pekerja dalam proses produksi sepatu yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain ini semakin menjamur seiring dengan trend mode yang melanda masyarakat. Sehingga perusahaan yang memproduksi sepatu yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain ini juga akan giat dalam melakukan produksinya. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat, pekerja harian lepas yang ikut dalam proses produksi sepatu yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yang tidak pernah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang salah. Tidak adanya pengaturan akan sanksi tentang pekerja yang ikut dalam proses produksi produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain, menyebabkan masyarakat merasa tidak pernah salah untuk memproduksi produk-produk dari merek-merek yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan mengenai kesadaran hukum terhadap pekerja harian lepas terutama mereka yang bekerja dalam proses produksi sepatu yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain di UMK Alas Kaki Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan harapan jika seorang pekerja mempunyai kesadaran hukum terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yang berdasarkan UU Merek dapat menumbuhkan akan kesadaran pekerja dalam hal produk-produk yang terindikasi pelanggaran merek berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran sejenis dimasa yang akan datang. ;

Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk penelitian dengan judul : Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari Merek orang lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai kesadaran hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja harian lepas terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari Merek orang lain yang dihasilkan oleh perusahaan tempat bekerja di Mojokerto.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di UMK Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena persebaran UMK alas kaki di Kabupaten Mojokerto terpusat di Kecamatan Sooko. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini sesuai wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Data sekunder atau data kepustakaan yang disepakati secara tidak tertulis oleh para ahli peneliti hukum, yaitu bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur maupun dokumen resmi. 

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan sesuai yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkannya (Ammirudin and Asikin 2006). Mengingat penelitian ini adalah penelitian empiris, maka diperlukan informan kunci (key informan) guna pemenuhan kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representative dalam memperoleh data. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

Pekerja harian lepas di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto sebagai tukang jahit kap sepatu;

Pekerja harian lepas di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto sebagai tukang sablon kap sepatu;

Pekerja harian lepas di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto sebagai tukang perekat sol sepatu dengan kap sepatu;

Pelaku usaha UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Pemilihan informan ini dipilih dengan cara pembagian kategori berdasarkan :

Umur mitra kerja minimal 17 tahun;

Masa kerja minimal 6 bulan;

Pendidikan mitra kerja minimal SMP.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan bahan pustaka atau studi dokumen, observasi atau pengamatan dan wawancara.

Pendekatan dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta, juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sebagai validasi data. Teknik Triangulasi adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Bachri S 2010). 

HASIL PENELITIAN 

Pengetahuan Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas Kaki Desa Blimbinsari Kabupaten Mojokerto diberi pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai pengetahuan hukum. Pertanyaan pertama pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan produk yang sedang di kerjakan, yang diwawancarai menjawab bahwa mengetahui akan apa yang sedang di kerjakan yaitu hasil dari produk yang di kerjakan adalah sepatu yang mempunyai merek.

Pertanyaan kedua pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan barang yang menggunaan Merek orang lain. Sejumlah 20 pekerja harian lepas yang diwawancarai menjawab bahwa 13 orang pekerja harian lepas mengetahui tentang barang yang menggunaan Merek orang lain dan 7 orang lainya tidak mengetahui tentang barang yang menggunaan Merek orang lain, mereka hanya fokus pada pekerjaannya. Pertanyaan ketiga pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan UU Merek. Sejumlah 20 pekerja harian lepas yang diwawancarai menjawab bahwa 13 orang pekerja harian lepas mengetahui tentang UU Merek dan 7 orang lainya tidak mengetahui tentang UU Merek.

Pertanyaan keempat pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan produk palsu yang sudah di atur dalam UU Merek Pasal 100 – 103, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan produk palsu yang sudah di atur dalam UU Merek Pasal 100 – 103. Pertanyaan kelima pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan UU Merek Pasal 100 – 103 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan UU Merek Pasal 100 – 103 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana. Terdapat 13 orang pekerja harianlepas yang mengetahui akan tindak pidana yang di atur di dlam UU Merek, akan tetapi tidak mengetahui lebih spesifik di atur dalam pasal berapa dalam UU Merek.

Pertanyaan keenam pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan UU Ketenagakerjan, yang diwawancarai menjawab bahwa mengetahui akan UU Ketenagakerjan. Pertanyaan ketujuh pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Pasal 52 dan Pasal 56 – 61 UUK mengenai syarat perjanjian kerja (kontrak kerja), yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Pasal 52 dan Pasal 56 – 61 UUK mengenai syarat perjanjian kerja (kontrak kerja). Akan tetapi terdapat 7 orang pekerja harian lepas yang mengetahui akan kontrak kerja, tetapi tidak mengetahui secara jelas akan kontrak kerja itu sendiri.

Pertanyaan kedelapan pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3 yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3 yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum.

Pertanyaan kesembilan pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pertanyaan kesepuluh pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah termasuk yaitu pekerja harian lepas, semua pekerjaharian lepas yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah termasuk yaitu pekerja harian lepas.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa pengetahuan akan penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yang di hasilkan oleh perusahaan tempat bekerja para pekerja harian lepas sangat rendah, dari 9 indikator pertanyaan yang disampaikan 6 indikator tidak mengetahui dan 3 indikator lainya mengetahuinya. Kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pekerja harian lepas dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain membuat masih banyak pekerja harian lepas yang dimanfaakan oleh pelaku usaha yang memproduksi produk sepatu yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain.

Pemahaman Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Pertanyaan kedua pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan barang yang menggunaan Merek orang lain. Sejumlah 20 pekerja harian lepas yang diwawancarai menjawab bahwa 13 orang pekerja harian lepas mengetahui tentang barang yang menggunaan Merek orang lain dan 7 orang lainya tidak mengetahui tentang barang yang menggunaan Merek orang lain, mereka hanya fokus pada pekerjaannya. Pertanyaan ketiga pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan UU Merek. Sejumlah 20 pekerja harian lepas yang diwawancarai menjawab bahwa 13 orang pekerja harian lepas mengetahui tentang UU Merek dan 7 orang lainya tidak mengetahui tentang UU Merek.

Pertanyaan keempat pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan produk palsu yang sudah di atur dalam UU Merek Pasal 100 – 103, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan produk palsu yang sudah di atur dalam UU Merek Pasal 100 – 103. Pertanyaan kelima pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan UU Merek Pasal 100 – 103 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan UU Merek Pasal 100 – 103 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana. Terdapat 13 orang pekerja harianlepas yang mengetahui akan tindak pidana yang di atur di dlam UU Merek, akan tetapi tidak mengetahui lebih spesifik di atur dalam pasal berapa dalam UU Merek.

Pertanyaan keenam pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan UU Ketenagakerjan, yang diwawancarai menjawab bahwa mengetahui akan UU Ketenagakerjan. Pertanyaan ketujuh pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Pasal 52 dan Pasal 56 – 61 UUK mengenai syarat perjanjian kerja (kontrak kerja), yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Pasal 52 dan Pasal 56 – 61 UUK mengenai syarat perjanjian kerja (kontrak kerja). Akan tetapi terdapat 7 orang pekerja harian lepas yang mengetahui akan kontrak kerja, tetapi tidak mengetahui secara jelas akan kontrak kerja itu sendiri.

Pertanyaan kedelapan pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3 yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3 yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum. Pertanyaan kesembilan pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pertanyaan kesepuluh pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai pengetahuan akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah termasuk yaitu pekerja harian lepas, semua pekerjaharian lepas yang diwawancarai menjawab bahwa tidak mengetahui akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah termasuk yaitu pekerja harian lepas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pekerja harian lepas tidak memahami tentang urgensi dari penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Pada indikator pertama, 15 pekerja harian lepas memahami isi dari Pasal 100 – 103 UU Merek menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana.

Pemahaman ini sangat penting agar terciptanya suatu suasana kerja yang nyaman antara pekerja dan pelaku usaha dalam bidang hukum nasional. Karena dengan saling memahaminya hukum nasional akan membuat perusahaan tempat bekerjanya terus tumbuh dan berkembang beriringan dengan hukum. Oleh karena itu, meletakkan kepercayaan seharusnya dimbangi dengan kepedulian/tanggung jawab moral, spiritual dari pekerja dan pelaku usaha. Serta bagi 5 orang pekerja yang belum memahami akan isi dari Pasal 100 – 103 UU Merek  menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana perlu  mendapatkan informasi dari pemerintah, sehingga akan tercipta seorang pekerja yang cerdas dan bertanggungjawab dalam pekerjaannya.

Pemahaman pekerja harian lepas akan pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum sangat sangat tidak memahami, yang menjadi faktor adalah kurang informasi dan sulit memahami akan kata-kata dari bunyi pasal 52 ayat 1 huruf D UU Ketenagakerjaan.

Pemahaman akan bunyi pasal ini sangat penting bagi pekerja karena pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian/kontrak kerja yang dimana di dalam kontrak tersebut yang dapar menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja, yang hak dan kewajiban tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan maka perjanjian kerja/kontrak kerja yang terjadi akan batal demi hukum dan hal tersebut akan membuat pekerja kehilangan haknya di mata hukum.
Sikap Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas Kaki Desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto diberi pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan mengenai sikap hukum. Pertanyaan pertama pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai sikap hukum akan setuju atau tidak tentang isi dalam UU Merek Pasal 100 – 103 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana, mayoritas pekerja harian lepas yang diwawancarai menjawab setuju jika pasal ini di tegakkan seadil-adilnya.

Akan tetapi banyak pedapat pendapat para pekerja yang memang perlu di kaji lebih dalam oleh pemerintah dalam hal ini jika pasal 100-103 UU Merek ini di tegakkan seadil-adilnya. Yang paling terkesan adalah salah satu pendapat pekerja yaitu yang berpendapat bahwa jika pasal ini di tegakkan maka adanya bantuan dari pemerintah dari segi modal usaha sampai pemasaran karena memang yang jadi masalah terbesar dalam mempunyai merek adalah pada segi modal dan pemasaran dari merek trsebut, karena di lihat dari prilaku konsumen saat ini yang lebih memilih barang brand terkenal dari pada brand dari dlam negeri. Sehingga jika pasal ini di tegakkan maka pemerintah harus dapat mencari cara agar masyarakat dan pelaku usaha serta pekerja dapat menerima dan merasakan manfaat secara langsung dari UU Merek ini.

Pertanyaan kedua pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai sikap hukum akan setuju atau tidak mengenai isi Pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3 yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum, semua pekerja harian lepas yang diwawancarai menjawab setuju akan bunyi pasal 52 ayat 1 D dan ayat 3 yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum. Dengan setujunya para pekerja harian lepas akan pasal 52 ayat 1 huruf D UU Ketenagakerjaan ini diharapkan para pekerja dapat menerima dan merasakan isi dan tujuan dari pasal 52 ayat 1 huruf D UU Ketenagakerjaan.

Pertanyaan ketiga pekerja harian lepas diberi pertanyaan mengenai sikap hukum akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah termasuk yaitu pekerja harian lepas, semua pekerja harian lepas yang diwawancarai menjawab setuju akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah termasuk yaitu pekerja harian lepas. Mereka menjawab setuju karena beberapa alasan karena banyak dari mereka yang tidak tau akan akan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga dengan adanya keputusan tersebut para pekerja lebih mengetahui pekerjaan mereka di mata hukum.

Sikap setuju yang dipilih oleh pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari karena pekerja harian lepas ini mempercayai bahwa pentingnya pemahaman akan penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Dengan memahami akan penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain maka akan tercipta antara kepercayaan dan tanggung jawab antara pekerja dan pelaku usaha dalam menjalankan perusahaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang yang dimana juga akan membuat pekerja terus dapat bekerja di perusahaan tersebut tanpa harus melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

Penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain juga dapat merugikan bagi perusahaan pemilik merek dan perusahaan yang melakukan pemalsuan barang bermerek tersebut, karena kerugian yang di derita tidak hanya secara materi juga dapat merambah ke bidang ketenagakerjaan, sehingga sangat penting pemahaman antara pekerja dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
Perilaku Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Perilaku Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Di UMK Alas Kaki Desa Blimbingsari, Berdasarkan Hasil Observasi Yang Telah Dilakukan Terhadap 20 Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Di UMK Alas Kaki Desa Blimbingsari, Diketahui Bahwa Perilaku Pekerja Terkait Dengan Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Menunjukkan 5 Produk Yang Menggunakan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Sering Di Produksi Oleh UMK Alas Kaki Desa Blimbingsari. Terdapat 2 Produk Bermerek Yang Menjadi Pangsa Paling Banyak Diproduksi Di Bandingkan Produk Bermerek Lainya, Yaitu Produk Sepatu Adidas Dan Nike. Minat Dari Permintaan Produk Yang Menggunakan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Ini Juga Mengikuti Pasar Yang Ada Di Masyarakat Itu Sendiri. Merek Yang Digunakan Memberi Kesan Pada Produk Agar Leih Cepat Laku Di Pasaran.

Resiko Yang Akan Dialami Oleh Konsumen Akan Produk Bermerek Tiruan Ini Adalah Dimana Ketidaknyamanan Dalam Pemakaian Dan Kekuatan Produk Pada Waktu Yang Relatif Singkat. Pekerja Harian Lepas Dan Pelaku Usaha UMK Alaskaki Desa Blimbingsari Belum Memiliki Perilaku Yang Cukup Baik Terkait Produk Bermerek Tiruan. Hasil Ini Menjelaskan Bahwa Pada Dasarnya Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Di UMK Alaskaki Desa Blimbingsari Belum Memiliki Perilaku Yang Cukup Untuk Mentaati Peraturan Tentang Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Sebagaimana Telah Di Atur Dalam Pasal 100 – 103 UU Merek.

Dari Hasil Penelitian Yang Di Lakukan Terhadap 20 Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Di UMK Alas Kaki Desa Blimbingsari, Peneliti Menggunakan Teori Perilaku Hukum Untuk Menganalisis Prilaku Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Di UMK Alas Kaki Desa Blimbingsari Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain. Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Sukma Afifah  Mengatakan Bahwa Perilaku Hukum Adalah Perilaku Yang Dipengaruhi Oleh Aturan, Keputusan, Perintah, Atau Undang – Undang Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Dengan Wewenang Hukum. Perilaku Hukum Yang Dimaksud Adalah Perilaku Hukum Yang Bukan Hanya Perilaku Taat Atau Tidak Taat Hukum, Tetapi Juga Meliputi Perilaku Menggunakan Atau Tidak Menggunakan Suatu Aturan Hukum (Sukma Afifah 2019). Teori Perilaku Hukum Tersebut Sangat Cocok Dengan Perilaku Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Bekeja Di UMK Alas Kaki Desa Blimbingsari Yang Tidak Menggunakan Peraturan Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain.

PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran / nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat (Soekanto 1982). Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum, berikut empat indikator kesadaran hukum : 

Pengetahuan Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada 20 pekerja harian lepas yang bekerja di UMK sepatu Desa Blimbingsari Kec. Sooko Kab. Mojokerto pemilihan pekerjanya di lakukan secara acak, diketahui bahwa :

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa pengetahuan akan penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yang di hasilkan oleh perusahaan tempat bekerja para pekerja harian lepas sangat rendah, dari 9 indikator pertanyaan yang disampaikan 6 indikator tidak mengetahui dan 3 indikator lainya mengetahuinya. Kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pekerja harian lepas dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain membuat masih banyak pekerja harian lepas yang dimanfaakan oleh pelaku usaha yang memproduksi produk sepatu yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 20 pekerja harian lepas yang belum semua pekerja harian lepas memiliki pengetahuan hukum terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain, peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pengetahuan pekerja harian lepas memiliki pengetahuan hukum terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan / perilaku hukum (Rosana 2014). Jadi antara pengetahuan hukum dan pemahaman hukum memiliki keterkaitan satu sama lain dengan cara mengarahkan setiap perbuatan seseorang sebagai warga negara ke dalam jalan kebenaran atau kesesuaian hukum.

Menurut Ahmad Ali, pengetahuan hukum seseorang dipengaruhi oleh posisi orang itu sendiri. Seseorang dapat mengetahui hukum karena seseorang tersebut memiliki posisi di bidang hukum, seperti seorang penasehat hukum yang tahu dan memahami hukum. Namun jika seseorang tersebut tidak dalam posisi sebagai penasehat hukum yang tahu dan memahami hukum, belum tentu seseorang tersebut mempunyai informasi tentang hukum. Pada umumnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang relevan dengan dirinya, kelompoknya, serta pekerjaan dan tugasnya (Ali 2017).

Dari hasil analisis antara fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dengan teori pengetahuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa teori dengan fakta dilapangan benar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan yang ada pada pekerja harian lepas terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain sangat rendah.
Pemahaman Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut (Bachri S 2010). Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamnnya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Bagi pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki di desa blimbingsari Kabupaten Mojokerto, diketahui bahwa pemahaman hukumnya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pekerja harian lepas tidak memahami tentang urgensi dari penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Pada indikator pertama, 15 pekerja harian lepas memahami isi dari Pasal 100 – 103 UU Merek menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana. Pemahaman ini sangat penting agar terciptanya suatu suasana kerja yang nyaman antara pekerja dan pelaku usaha dalam bidang hukum nasional. Karena dengan saling memahaminya hukum nasional akan membuat perusahaan tempat bekerjanya terus tumbuh dan berkembang beriringan dengan hukum. Oleh karena itu, meletakkan kepercayaan seharusnya dimbangi dengan kepedulian/tanggung jawab moral, spiritual dari pekerja dan pelaku usaha. Serta bagi 5 orang pekerja yang belum memahami aka nisi dari Pasal 100 – 103 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana perlu  mendapatkan informasi dari pemerintah, sehingga akan tercipta seorang pekerja yang cerdas dan bertanggungjawab dalam pekerjaannya.

Pemahaman pekerja harian lepas akan Pasal 52 ayat 1 huruf D dan ayat 3 yang menyatakan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku batal demi hukum sangat sangat tidak memahami, yang menjadi faktor adalah kurang informasi dan sulit memahami akan kata-kata dari bunyi Pasal 52 ayat 1 huruf D. Pemahaman akan bunyi pasal ini sangat penting bagi pekerja karena pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian/kontrak kerja yang dimana di dalam kontrak tersebut yang dapar menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja, yang hak dan kewajiban tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan maka perjanjian kerja/kontrak kerja yang terjadi akan batal demi hukum dan hal tersebut akan membuat pekerja kehilangan haknya di mata hukum.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 20 pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari Mojokerto, peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pemahaman hukum pekerja harian lepas terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yang dihasilkan oleh perusahaan tempat bekerja di Mojokerto. Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan / perilaku hukum. Jadi antara pengetahuan hukum dan pemahaman hukum memiliki keterkaitan satu sama lain dengan cara mengarahkan setiap perbuatan seseorang sebagai warga negara ke dalam jalan kebenaran atau kesesuaian hukum.

Menurut Ahmad Ali, pengetahuan hukum seseorang dipengaruhi oleh posisi orang itu sendiri. Seseorang dapat mengetahui hukum karena seseorang tersebut memiliki posisi di bidang hukum, seperti seorang penasehat hukum yang tahu dan memahami hukum. Namun, jika seseorang tersebut tidak dalam posisi sebagai penasehat hukum yang tahu dan memahami hukum, belum tentu seseorang tersebut mempunyai informasi tentang hukum. Pada umumnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang relevan dengan dirinya, kelompoknya, serta pekerjaan dan tugasnya (Ali 2017). Dari hasil analisis antara fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dengan teori pengetahuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa teori dengan fakta dilapangan benar.

Sikap Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia (Soekanto 1982). Sikap hukum yang dimiliki oleh pekerja harian lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 20 pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari, diketahui bahwa:

Sikap setuju yang dipilih oleh pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari karena pekerja harian lepas ini mempercayai bahwa pentingnya pemahaman akan penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Dengan memahami akan penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain maka akan tercipta antara kepercayaan dan tanggung jawab antara pekerja dan pelaku usaha dalam menjalankan perusahaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang yang dimana juga akan membuat pekerja terus dapat bekerja di perusahaan tersebut tanpa harus melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain juga dapat merugikan bagi perusahaan pemilik merek dan perusahaan yang melakukan pemalsuan barang bermerek tersebut, karena kerugian yang di derita tidak hanya secara materi juga dapat merambah ke bidang ketenagakerjaan, sehingga sangat penting pemahaman antara pekerja dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Dari hasil penelitian yang di lakukan terhadap 20 pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari, peneliti menggunakan teori perilaku hukum untuk menganalisis sikap pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang – undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku hukum yang bukan hanya perilaku taat atau tidak taat hukum, tetapi juga meliputi perilaku menggunakan atau tidak menggunakan suatu aturan hukum(Salman 1993).

Alasan peneliti menggunakan teori perilaku hukum untuk menganalisis sikap hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari karena dalam teori yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa perilaku hukum meliputi taat atau tidak taat hukum (Ibrahim 2018). Taat atau tidak taat hukum memiliki kesamaan tujuan terhadap hasil penelitian yang peniliti lakukan terkait sikap hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari yang setuju atau tidak setuju mengenai penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang sikap hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain terdapat faktor yang mempengaruhi pemilihan jawaban pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari terhadap sikap hukum terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yaitu faktor kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto faktor kebuadayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Terdapat faktor lain yaitu faktor supply and demand , adanya permintaan dari orang dalam pembuatan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain membuat perusahaan memproduksi produk bermerek tersebut. konsep permintaan mewakili perilaku konsumen secara umum di pasar. Perilaku konsumen dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan suatu produk oleh konsumen dan bagaimana pengaruh dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap permintaan produk tersebut. penawaran adalah salah satu kekuatan yang menentukan keseimbangan pasar(Raysitho Pontoh , Sutomo Wim Palar 2016). Penawaran pasar atas suatu produk menunjukkan total penawaran seluruh produsen yang ada di pasar, yang ditentukan oleh harga produk itu sendiri, harga produk lain, biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, besar pajak dan subsidi, dan lain-lain. Jika harga suatu produk semakin murah, maka jumlah penawaran produk tersebut oleh produsen akan semakin kecil, demikian sebaliknya (Nurseto 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah penawaran suatu produk dengan harganya dan jika digambarkan akan membentuk kurva penawaran. Hal ini lah yang menyebabkan UMK alas kaki Desa Blimbingsari tetap melakukan produksi produk bermerek tiruan.
Perilaku Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Perilaku hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain terdapat faktor yang mempengaruhi pemilihan jawaban pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari terhadap perilaku hukum terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yaitu faktor supply and demand. Adanya permintaan dari orang dalam pembuatan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain membuat perusahaan memproduksi produk bermerek tersebut. konsep permintaan mewakili perilaku konsumen secara umum di pasar.

Perilaku konsumen dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan suatu produk oleh konsumen dan bagaimana pengaruh dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap permintaan produk tersebut. Penawaran adalah salah satu kekuatan yang menentukan keseimbangan pasar. Penawaran pasar atas suatu produk menunjukkan total penawaran seluruh produsen yang ada di pasar, yang ditentukan oleh harga produk itu sendiri, harga produk lain, biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, besar pajak dan subsidi, dan lain-lain (Raysitho Pontoh , Sutomo Wim Palar 2016). Jika harga suatu produk semakin murah, maka jumlah penawaran produk tersebut oleh produsen akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah penawaran suatu produk dengan harganya dan jika digambarkan akan membentuk kurva penawaran. Hal ini yang menyebabkan UMK alas kaki Desa Blimbingsari tetap melakukan produksi produk bermerek tiruan.

Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/Sebagian Dari Merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terdapat perbedaan antara pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma hukum. Perbedaan yang ditimbulkan akibat perbedaan pola perilaku masyarakat dengan pola perilaku yang dikendaki oleh norma hukum ini dapat menyebabkan timbulnya konflik sosial yang dapat mengganggu jalannya kehidupan bermasyarakat. Diharapkan dengan adanya hukum dapat mengatur masyarakat untuk lebih sadar hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari  siapapun.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan 4 indikator kesadaran hukum yang secara beruntun yaitu :

“Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya(Soekanto 1982).” 

Dari 4 indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, masyarakat akan lebih mengetahui apa dan bagaimana hukum itu di terapkan secara efektif. Pengetahuan masyarakat membuat masyarakat sadar akan prilakunya dalam kesehariannya sesuai akan hukum yang berlaku, dengan memahami hukum serta mejalankan hukum itu sendiri akan membentuk suatu kesadaran bagi masyarakat itu sendiri.

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain dapat digolongkan berdasarkan penilaian berikut ini: 

Tabel 4

Klasifikasi Penilaian Tinggi Rendahnya Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas

	No
	Penilaian
	Keterangan

	1.
	Sangat Tinggi
	Apabila dari ke empat indikator yang mempengarhi kesadaran hukum terpenuhi.

	2.
	Tinggi
	Apabila tiga dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.

	3.
	Rendah
	Apabila dua dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.

	4.
	Sangat Rendah
	Apabila satu dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.

	5.
	Tidak Ada
	Apabila dari ke empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tidak terpenuhi.


Sumber : diolah sendiri

Dari kelima golongan di atas dapat menjadi tolak ukur tingkat kesadaran hukum  pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain di Kabupaten Mojokerto. Produk yang dikerjakan oleh pekerja harian lepas di UMK alas kaki desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto ini sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam UU merek. Tujuan penting dari pemahaman terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain ini adalah agar konsumen dan masyarakat dapat menggunakan produk yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta dapat melindungi hak-hak dari pihak yang mempunyai hak kekayaan intelektual secara utuh pada produk-produknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila dari teori  empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut diaplikasikan dalam tingkat kesadaran hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain di Kabupaten Mojokerto didasarkan pada hasil wawancara serta hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain sangat rendah, dikarenakan dari empat indikator diatas yang mempengaruhi kesadaran hukum, hanya satu yang memenuhi. Indikator itu sendiri yaitu terdiri dari pengetahuan hukum pekerja haraian lepas terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain sangat rendah. pasalnya dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum hanya satu yang terpenuhi yaitu sikap hukum. Masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui yang kemudian dipahami lalu ditaati, sehingga apabila pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto tidak mengetahui adanya suatu ketentuan terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain maka kesadaran hukumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang memahami, mentaati dan menghargainya.

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto yaitu pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian pendidikan terakhir mayoritas dari sembilan mitra kerja adalah Sekolah Menengah Atas SMA. Soerjono Soekanto mengemukakan faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum didalam masyarakat yakni: 

“Faktor pendidikan yakni proses dalam mengubah tata laku dan sikap pada seseorang agar dapat mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran, dengan adanya pendidikan dapat berpengaruh pada kesadaran setiap individu dalam mengambil tindakan supaya dapat mengatasi resiko yang ditimbulkan; 

Faktor jenis kelamin; 

Faktor usia (Soekanto 1982). ”

Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak sepenuhnya benar bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), dengan adanya latar belakang pendidikan tersebut tidak mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman hukum tentang adanya aturan terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja adalah faktor lingkungan atau dapat disebut faktor budaya. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja maupun lingkungan yang lainnya mempengaruhi setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada hal ini lingkungan kerja yang berpengaruh pada kesadaran hukum pekerja harian lepas yag bekerja di UMK alas kaki Desa blimbingsari kabupaten mojokerto terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Faktor lingkungan ini sebenarnya hampir mirip dengan kebudayaan. Hanya saja kebudayaan merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan nilai yang hidup dalam masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Apabila pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto sudah terbiasa dalam lingkungan yang patuh pada aturan terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain maka kemungkinan pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto tersebut juga akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain ini. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto untuk tidak bekerja pada pembuatan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain ini.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesadaran hukum dari para pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain yaitu : faktor ekomoni, yaitu sebagai salah satu peluang bisnis maka akan berusaha memperoleh keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak dengan cara membuat atau memasarkan barang atau produk dengan memalsukan atau meniru merek-merek terkenal dan bagi konsumen adalah suatu gengsi tersendiri bila menggunakan merek terkenal tersebut. Karena peluang yang terasa menjanjikan dimata para pekerja harian lepas ini, sehngga mereka tetap bekerja disana dan terus melanjutkan pekerjaanya sebagai pekerja yang menghasilkan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain.

Faktor permintaan pasar, yaitu adanya permintaan dari pihak yang memesan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain kepada UMK alas Kaki desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto ini untuk tetap produksi dan menghasilkan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Para pekerja yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari ini juga sebagai penyalur dengan pembeli yang ingin memesan yang ingin memesan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain ini. Dengan hadirnya pihak yang memesan akan produk yang menggunakan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain ini membuat bisnis produk bermerek tiruan ini terus hidup dan berkembang di masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Indikator kesadaran hukum menunjukkan bahwa pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari tidak mengetahui dan memahami regulasi terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum berimplikasi pada sikap/perilaku pekerja harian lepas dan pelaku usaha di UMK alas kaki desa Blimbingsari yang cenderung tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain masih dinilai sangat rendah.

 Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pekerja harian lepas terkait penggunaan Merek seluruh/sebagian dari Merek orang lain yaitu : tingkat pendidikan pekerja harian lepas, budaya hukum, supply and demand serta faktor ekonomi. Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki desa Blimbingsari terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain adalah Pertama, Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Mojokerto untuk proaktif dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangan terutama terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain; kedua, pemerintah memberikan support kepada UMK dan meberikan informasi terkait pendaftaran merek secara langsung dan berkala; Ketiga, memberikan edukasi bagi masyarakat tentang penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain melalui kegiatan sosialisasi baik media cetak ataupun media elektronik; keempat, Pemerintah memberikan keringanan dalam pembiayaan dan proses pendaftaran merek.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas yang bekerja di UMK alas kaki Desa Blimbingsari Kabupaten Mojokerto Terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi yaitu:

Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Mojokerto untuk proaktif dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangan terutama terkait penggunaan merek seluruh/sebagian dari merek orang lain secara langsung tertuju ke para pekerja, terutama pekerja harian lepas yang bekerja di UMK alas kaki Mojokerto;

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Mojokerto untuk memberikan support kepada UMK dan memberikan informasi terkait pendaftaran merek secara langsung dan berkala;
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Tabel 1


Kontribusi UMKM Dalam Devisa Negara Dan Kesempatan Kerja Nasional


Indikator�
2016�
�
Unit Usaha (A+B)


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)


Usaha Mikro (UM)


Usaha Kecil (UK)


Usaha Menengah (UM)


Usaha Besar (UB)�
61.656.547





61.651.177


60.863.578


731.047


56.551


5.370�
�



Tenaga Kerja (A+B)


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)


Usaha Mikro (UM)


Usaha Kecil (UK)


Usaha Menengah (UM)


Usaha Besar (UB)�



116.273.356





112.828.610


103.839.015


5.402.073


3.587.522


3.444.746�
�
�
�
�
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